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RISET KOMODITAS TAK 

BERJALAN 

 

Riset mengenai manfaat 

beberapa komoditas yang mulai 

hilang tidak berkembang di 

dalam negeri. Akibatnya, 

komoditas itu tidak diketahui 

nilai ekonominya. Bisnis 

komoditas itu malah dijalankan 

oleh perusahaan di luar negeri. 

Komoditas itu diekspor dan 

baru diimpor lagi ketika 

menjadi bahan antara dan 

Kendala pengolahan bahan 

pendukung produksi tersebut 

biasanya disebabkan investasi 

awal yang cukup tinggi. Akan 

tetapi, rencana Kementerian 

Perindustrian memberikan 

insentif khusus kepada industri 

yang mempunyai tingkat 

kandungan dalam negeri 40-50 

persen—yang bertahap akan 

terus dinaikkan—sangat baik 

dalam memaksa industri untuk 

terus mencari bahan substitusi 

impor. Untuk itu diperlukan 

riset yang memadai 

 

Hashtag Berita : 

#StabilitasHargaPanganNasional 

#BadanUrusanLogistik 

#OperasiPasar 

#KementerianPerdagangan 

#PertumbuhanEkonomiNasional 

#DayaBeliMasyarakat 

 

 

 

 

 



RASIO UTANG PEMERINTAH NAIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumulasi utang pemerintah pada akhir 2016 akan membengkak. Pada 2015, nilai 

utang itu sekitar 26,8 persen dari produk domestik bruto. Pada akhir tahun ini, 

Kementerian Keuangan memproyeksikan nilainya menjadi 27 persen dari produk 

domestik bruto. Dalam statistik yang diterbitkan Bank Indonesia, rasio total utang luar 

negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I-2016 sebesar 

36,47 persen. Total utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank 

sentral serta swasta 

 

Hashtag Berita : 

#StabilitasEkonomiIndonesia #KementerianKeuangan #MoneterKeuanganNegara 

#ProdukDometikBruto #UtangLuarNegeri #APBN #PaketKebijakanEkonomiNasional 

 

 



KEMENKEU OPTIMISTI BI LEBIH 

KONSERVATIF 

 

Kementerian Keuangan memasang 

asumsi optimistis terhadap hasil 

program pengampunan pajak. 

Sebaliknya, Bank Indonesia lebih 

konservatif. Hasil yang dimaksud 

mencakup nilai repatriasi modal dan 

penerimaan negara dari uang tebusan 

pemohon pengampunan dan 

Kementerian Keuangan 

memproyeksikan penerimaan pajak 

dari uang tebusan tahun ini Rp 165 

triliun. Adapun repatriasi dana yang 

benar-benar akan masuk ke sistem 

keuangan nasional mencapai Rp 1.000 

triliun. Asumsinya, aset bersih yang 

dideklarasikan Rp 3.500 triliun hingga 

Rp 4.000 triliun. Asumsi ini 

berdasarkan data potensi pajak yang 

dimiliki Kementerian Keuangan 

 

Hashtag Berita : 

#KementerianKeuangan 

#StabilitasEkonomiIndonesia 

#BankIndonesia 

#PaketKebijakanEkonomiNasional 

#EkonomiGlobal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRISIS ANGKATAN KERJA BAYANGIN RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia tidak boleh lengah meski saat ini masih menikmati bonus demografi. Tak 

sampai 25 tahun dari sekarang, Indonesia akan menghadapi masalah penuaan 

penduduk yang berpotensi kuat menyusutkan jumlah penduduk angkatan kerja. Bank 

Dunia menyarankan pemerintah segera mempersiapkan strategi menghadapi masalah 

yang diperkirakan memuncak di 2040 tersebut. Jika antisipasinya terlambat, amat 

mungkin pemerintah akan dibom dengan lonjakan anggaran untuk menanggulangi 

kemiskinan akibat penuaan penduduk. Kemudian Pada 2040, RI berpotensi mengalami 

penuaan generasi yang bakal memunculkan risiko fiskal akibat menurunnya angkatan 

kerja 

 

Hashtag Berita : 

#KesempatanKerja #StabilitasEkonomiIndonesia #BonusDemografi 

#PertumbuhanEkonomiNasional #Inflasi #PaketKebijakanEkonomiNaional 

#KementerianKetenagaKerjaan #KebijakanFikal 

 

 



SBN SERI KHUSUS SIAP KUNCI 

DANA REPATRIASI 

 

Pemerintah menyiapkan 
instrumen obligasi khusus 
untuk mengunci dana 
repatriasi pengampunan pajak. 
Penerbitan surat berharga 
negara (SBN) seri khusus 
berjangka waktu panjang 
disiapkan secara spesifik untuk 
menampung aset repatriasi 
hingga Rp 100 triliun. Di 
samping SBN, ada instrumen 
lain untuk menyerap dana 
pengampunan pajak 

 
Hashtag Berita : 
#PertumbuhanEkonomiNasional 
#SuratBerhargaNegara 
#PaketKebijakanEkonomiNaional 
#KementerianKeuangan 
#UtangLuarNegeri #Perpajakan 

 

 


